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Abstract: The considerations of the Panel of Judges  in the first instance of the courts (High Religious Court of Bengkulu) are: 1) 
Frequent quarrels and quarrels between  husband and wife are not solely due to the mistakes of the wife, but also because there 
is no mutual  understanding between  the two parties.  2) The evidence  submitted in the form of photographs and  statements of 
witnesses is not sufficient to prove the behavior of nusyuz of the wife because it is not equipped with other supporting evidence. 
3) Criminal acts of corruption committed  by the wife can not be used as the basis of the assessment that the concerned has acted 
and behave nusyuz, not directly related to the rights and duties between  husband and wife in household affairs. 4) The wife likes 
to indebted to a third party without the knowledge  of her husband can not necessarily be the legal basis that the concerned has 
acted nushyuz. Because  there is only one evidence  that explicitly indicates that the concerned has paid off the wife’s debts, while 
other evidence  shows the wife who has paid off its own debts.  5) The occurrence of separation of residence between  husband 
and wife is not because the wife has left the place of residence without the applicant’s / appealed permission,  but the separation 
of the applicant’s / appellate residence has surrendered his wife to his parents  in a kinship and good manner. 6) During the sepa- 
ration of the house  because of repatriation to the home  of her parents, the wife remains  obedient to the wishes of the applicant 
/ comparable is to remain  settled in the home  of his parents. 7) The wife as the plaintiff of reconvention is not proven  to act and 
behave nusyuz as the opinion  of the court of first instance.  So that he remains  legally entitled to get the rights as a devout  wife 
to the husband. 8) During the separation of the husband’s dwelling only performs  the obligation  as a father to his childre. 
that is transfer to the savings account of his children.  Second, in terms of the jurisprudence 
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Abstrak: Pertimbangan Majelis Hakim  pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Tinggi Agama  Bengkulu)  adalah : 1) 
Sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran antara suami  isteri dengan bukanlah semata-mata disebabkan oleh  kesalahan 
isteri, tetapi  juga karena  tidak adanya saling pengertian antara kedua  belah  pihak.  2) Bukti-bukti yang diajukan  berupa foto- 
foto dan  keterangan saksi-saksi  tidak  cukup  untuk  membuktikan adanya prilaku  nusyuz  dari  isteri karena  tidak  dilengkapi 
dengan bukti pendukung lainnya.  3) Tindak pidana korupsi yang dilakukan  oleh isteri tidaklah  bisa dijadikan  dasar  penilaian 
bahwa  yang  bersangkutan telah  bertindak dan  berprilaku  nusyuz,  tidak  terkait  langsung  dengan hak  dan  kewajiban  antara 
suami isteri dalan urusan  rumah  tangga.  4) Isteri suka berhutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan suami tidaklah bisa 
serta merta  dijadikan  dasar  hukum  bahwa  yang bersangkutan telah bertindak nusyuz. Karena hanya ada  satu bukti saja yang 
secara  tersurat  menunjukan bahwa  yang  bersangkutan telah  melunasi  hutang-hutang isteri, sedangkan bukti lainnya  justeru 
menunjukan isterilah yang telah melunasi  hutang-hutangnya sendiri. 5) Terjadinya pisah tempat  tinggal antara suami dan isteri 
bukan  karena  isteri telah meninggalkan tempat  tinggal tanpa izin pemohon/terbanding, tetapi  terjadinya pisah  tempat  tinggal 
pemohon/terbanding telah  menyerahkan isteri kepada orang  tuanya  secara  kekeluargaan dan  baik.  6) Selama  terjadi  pisah 
rumah  karena  dipulangkan ke rumah  orang  tuanya, isteri tetap  taat pada kehendak pemohon/terbanding yaitu tetap  menetap 
di rumah  orang  tuanya. 7) Isteri selaku  penggugat rekonvensi  tidak  terbukti  bertindak dan  berprilaku  nusyuz  sebagaimana 
pendapat pengadilan tingkat pertama. sehingga  dengan demikian  secara  hukum  ia tetap  berhak  untuk mendapatkan hak-hak 
selaku isteri yang taat kepada suami.  8) Selama  pisah tempat  tinggal suami hanya melakukan kewajiban  selaku seorang  ayah 
terhadap anak-anaknya. 
 







Konsekuensi  dari  perkawinan itu  adalah adanya 
hak  dan  kewajiban  masing-masing pihak  baik suami 
maupun isteri. Hak  dan  kewajiban  inilah yang  men- 
jadi batasan dan  aturan  yang harus  dijalankan  dalam 
rangka  mengarungi bahtera  rumah   tangga.   Sejalan 
dengan ini, Zainul Muttaqin Yussufi mengatakan bah- 
wa hubungan suami isteri adalah hubungan cinta dan 
kasih  sayang  dan  ikatan  perkawinan pada  dasarnya 
tidak  dapat dibatasi  hanya  dengan pelayanan yang 
bersifat  materi  dan  biologis.  Pemenuhan kebutuhan 
materi  seperti makanan, pakaian dan  lain-lain hanya 
sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih 
mulia dan  tinggi yakni kebutuhan mardhatillah, cinta 
dan  kasih sayang.  Dengan  demikian,  asumsinya ada- 
lah bahwa  pelayanan yang bersifat material  akan  dii- 




1Zainul Muttaqin Yussufi, The Power of Sakinah,  (Jakarta  : Fima Rod- 
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Meskipun keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang 
bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan 
setiap orang dalam rumah tangga, tetapi kehidupan rumah 
tangga  pasti akan  menemui berbagai permasalahan. Jika 
permasalahan tersebut  dibiarkan  berlarut-larut, maka bisa 
menyebabkan kehidupan rumahtangga menjadi tidak har- 
monis bahkan berakhir pada perceraian. 
Perkawinan merupakan awal  dari  hidup  bersama 
antara seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami  isteri, 
sedangkan perceraian merupakan akhir dari ke- 
hidupan bersama suami  isteri tersebut.  Setiap  orang 
menghendaki  agar   perkawinan  yang  dilakukannya 
tetap   utuh   sepanjang  masa   kehidupannya.  Tetapi 
tidak  sedikit  perkawinan yang  dibina  dengan susah 
payah  itu berakhir  dengan sebuah perceraian. Tidak 
selalu perkawinan yang  dilaksanakan itu sesuai  den- 
gan  cita-cita,  walaupun sudah  diusahakan  semaksi- 
mal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi 
pada  akhirnya  terpaksa  mereka  harus  berpisah dan 
memilih untuk membubarkan perkawinan. Sejalan 
dengan ini,  Abdul  Aziz dan  Abdul  Wahab   menulis 
bahwa  “realita kehidupan manusia membuktikan 
banyak  hal  yang  menjadikan rumah  tangga  hancur 
sekalipun  banyak  pengarahan dan  bimbingan, yakni 
kepada kondisi yang harus dihadapi secara  praktis.”2 
Putusan hakim  akan  menjadi  dihargai  dan  mem- 
punyai  nilai kewibawaan, jika putusan tersebut  dapat 
mereflesikan rasa keadilan  hukum  masyarakat dan juga 
merupakan sarana bagi  masyarakat pencari  keadilan 
untuk mendapatkan kebenaran dan  keadilan.  Sebelum 
seseorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan 
bertanya kepada hati nuraninya sendiri apakah keputu- 
san ini nantinya akan adil dan bermanfaat kemaslahatan 
bagi manusia atau sebaliknya,  akan lebih banyak  mem- 
bawa kepada kemudharatan,3  sehingga  untuk itulah di- 
harapkan seorang  hakim mempunyai otak yang cerdas 
disertai dengan hati nurani  yang bersih. Di samping  itu 
pertimbangan hakim merupakan jiwa dan intisari putu- 
san.  Pertimbangan hakim  berisi  analisis,  argumentasi, 
pendapat dan kesimpulan hukum  dari hakim yang me- 
meriksa perkara.4 
Dalam  Kompilasi Hukum  Islam telah  diatur  bahwa 
kewajiban  utama  bagi seorang  isteri ialah berbakti  lahir 
dan  batin  kepada suami  dalam  batas-batas yang dibe- 
narkan  oleh hukum Islam5  dan isteri menyelenggarakan 
dan mengatur keperluan rumah  tangga  sehari-hari  den- 
gan sebaik-baiknya.6  Isteri dianggap nusyuz jika ia tidak 
mau melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut.7 
 
 
2Abdul  Aziz Muhammad Azzam dan  Abdul Wahab  Sayyed  Hawwas, 
Fiqh Munakahat,  terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta,  Amzah, 2012) h. 252 
3Rudi Suparmono, Peran Serta Hakim dalam Mempelajari Hukum, Ma- 
jalah Hukum Varia Peradilan,  Edisi 246 bulan Mei 2006, h. 50 
4Bagir Manan,  Putusan  Yang Berkualitas,  Jurnal  Mimbar Hukum,  Ja- 
karta, PPHIMM edisi 74 tahun 2011, h. 162 
5Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 
6Pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam 
7Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 
Pada   tahun   2016   Pengadilan  Agama   Bengkulu 
Kelas IA telah  memutuskan perakara perceraian se- 
banyak   616   kasus,   21  kasus  di  antaranya  adalah 
nusyuz. Salah satu perkara menarik adalah nusyuz 
sebagaimana terdapat dalam  putusan hakim  Penga- 
dilan Agama Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan 
mengadili   perkara   nomor   0391/Pdt.G/2016/PA.Bn 
yang  telah  menyatakan bahwa  isteri terbukti  bertin- 
dak   dan  berprilaku  nusyuz.  Putusan hakim  ini men- 
gacu pula kepada pendapat Imam Hanafi,  Maliki dan 
Syafi’iyah. Oleh karenanya, isteri tidak berhak  untuk 
mendapatkan  hak-haknya  sebagaimana  telah   dia- 
tur dalam  Kompilasi Hukum  Islam yaitu hak nafkah, 
kiswah dan  tempat  tinggal, biaya  rumah  tangga  dan 
biaya perawatan dan biaya pengobatan kecuali biaya 
yang berkaitan  dengan anak.8  Terhadap putusan ha- 
kim pada  persidangan perkara  perceraian sebagaima- 
na terdapat dalam  putusan nomor  0391/Pdt.G/2016/ 
PA.Bn tersebut  maka isteri (tergugat) mengajukan 
banding.  Menariknya, hakim  pada   pengadilan  ting- 
kat  banding   di  Pengadilan Tinggi  Agama  Bengkulu 
memiliki pendapat dan  putusan yang  berbeda yaitu 
menyatakan bahwa  isteri tidak terbukti melakukan 
perbuatan dan bertindak  nusyuz. 
Perbedaan  pendapat  hakim   pada    persidangan 
di Pengadilan Agama  Bengkulu  Kelas IA dan  hakim 
pada  persidangan di tingkat  banding  pada  Pengadi- 
lan Tinggi Agama  Bengkulu  tentu  saja menimbulkan 
sebuah pertanyaan apa  pertimbangan hukum  hakim 
dalam memutuskan perkara perceraian karena  nusyuz 
tersebut  sehingga  adanya hasil putusan sidang  yang 
berbeda antara hakim  pada  persidangan di Pengadi- 
lan Agama  Bengkulu  Kelas IA dan  hakim  pada  per- 
sidangan di tingkat  banding  pada  Pengadilan  Tinggi 
Agama Bengkulu. 
Untuk  mengetahui bagaimana pertimbangan hu- 
kum  dalam  memutuskan perkara  perceraian karena 
nusyuz tersebut,  penulis tertarik untuk melakukan pe- 
nelitian  dengan judul  “Analisis Terhadap Pertimban- 
gan  Hakim  dalam   Memutuskan Perkara   Perceraian 
Karena  Nusyuz  Isteri di Pengadilan Agama Bengkulu 
Kelas IA (Studi  Kasus pada  Putusan Perkara  Nomor 
0391/Pdt.G/2014/PA.Bn dan 8/Pdt.G/2015/PTA Bn)” 
 
Rumusan Masalah 
Bertitik tolak dari latar belakang  masalah yang te- 
lah  dipaparkan di atas,  dapat dirumuskan beberapa 
permasalahan sebagai  berikut : 
1. Apa  pertimbangan hakim  dalam  memutuskan 
perkara  perceraian karena  nusyuz  dalam  putusan 
nomor  0391/Pdt.G/2014/PA.Bn dan nomor  8/ 
Pdt.G/2015/PTA Bn ? 
2.  Bagaimana  tinjauan   fikih  tentang   pertimbangan 
 
 
8Pasal 84 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam 
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hakim  dalam   putusan  nomor   0391/Pdt.G/2014/ 
PA.Bn dan nomor  8/Pdt.G/2015/PTA Bn ? 
 
Tujuan Penelitian 
Tujuan  penelitian  ini adalah untuk mengetahui: 
a.  Pertimbangan hakim  dalam  memutuskan perkara 
perceraian karena   nusyuz  dalam  putusan nomor 
0391/Pdt.G/2014/PA.Bn dan nomor 8/Pdt.G/2015/ 
PTA Bn. 
b. Tinjauan  fikih tentang  pertimbangan hakim dalam 
putusan nomor  0391/Pdt.G/2014/PA.Bn dan  no- 
mor 8/Pdt.G/2015/PTA Bn. 
 
Metode Penelitian 
1.  Jenis Penelitian 
Jenis   penelitian   ini  adalah  deskriptif.   Menurut 
Arikunto  penelitian  deskriptif adalah penelitian  yang 
berusaha menggambarkan dan  menginterpretasikan 
fenomena yang  sedang  terjadi  di lapangan.9  Ciri-ciri 
penelitian  jenis ini diungkapkan oleh Danim10  yaitu : 
a. Bersifat  mendeskripsikan kejadian   atau  peristiwa 
yang bersifat faktual. 
b. Mencari  informasi  faktual  yang  dilakukan  secara 
mendetail. 
c.  Mengidentifikasi  masalah-masalah untuk  menda- 
patkan  justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang 
sedang  berlangsung. 
d. Mendeskripsikan subjek yang sedang  dikelola oleh 
kelompok  orang  tertentu  dalam  waktu yang  besa- 
maan. 
Menurut Molleong penelitian deskriptif kualitatif 
menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara 
peneliti dan  responden yang bukan  berupa data  ang- 
ka melainkan kata-kata  dan  prilaku orang.  Penelitian 
kualitatif membuka lebih besar  terjadinya  hubungan 
langsung langsung antara peneliti dan responden. 
Dengan  demikian  akan  menjadi  lebih mudah dalam 
memahami  fenomena  yang  dideskripsikan   diband- 
ing dengan hanya  didasarkan pada  pandangan pe- 
neliti  sendiri.11    Penelitian   ini tidak  diarahkan untuk 
membuktikan  hipotesis  tetapi  menekankan kepada 
pengumpulan data   faktual  yang  ada   untuk  mend- 
eskripsikan  kejadian  sesungguhnya di lapangan. Da- 
lam  penelitian   kualitatif,  kehadiran peneliti  sedapat 
mungkin  tidak mengubah suasana yang ada,  dengan 
berbagai teknik pengumpulan data  secara  wajar oleh 
peneliti sebagaimana adanya. 
 
Landasan Teori 
1. Kedudukan Pertimbangan Hakim 
Kedudukan pertimbangan  hakim  sangat  menen- 
tukan  suatu  putusan karena  putusan adalah produk 
hakim.  Apabila  pertimbangan hakim  itu baik  maka 
akan  menghasilkan putusan yang  baik  pula.  Tanpa 
pertimbangan yang  konprehensif proses  pengadilan 
dapat tergelincir  ke  dalam  peradilan yang  bias  dan 
menimbulkan keadilan  yang  mati  dan  mati  akal  se- 
hat.12    Pertimbangan yang  lengkap   akan   membuat 
keputusan menjadi  objektif dan berwibawa dan seba- 
liknya pertimbangan yang tidak lengkap bisa menjadi 
alasan  untuk kasasi di Mahkamah Agung. 
 
2. Pengertian Perceraian 
Talak13  diambil dari kata itlak, artinya melepaskan, 
atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah 
melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubun- 
gan  pernikahan.14   Sedangakan Sayyid  Sabiq  mend- 
efinisikan talak dengan sebuah upaya  untuk melepas- 
kan  ikatan  perkawinan dan  selanjutnya  mengakhiri 
hubungan perkawinan itu sendiri.15   Menurut  jumhur 
ulama  fikih, lafal yang  digunakan dalam  talak terse- 
but boleh  dengan lafal sharih (jelas/terang-terangan), 
seperti saya   jatuhkan talak saya kepada”, dan  boleh 
juga dengan lafal kinayah  (sindiran),  seperti  “haram 
bagi   saya   unntuk   menggauli   engkau”.  Disamping 
secara  langsung,  lafal sharih  tersebut  dapat pula diu- 
capkan  melalui  surat  dan  isyarat  untuk  dipahami.16 
Dalam  buku  Pokok-pokok Hukum  Perdata, Surbekti 
menerangkan bahwa   perceraian adalah penghapu- 
san perkawinan dengan putusan hakim atau  tuntutan 
salah satu pihak dalam  perkawinan itu.17 
Dari beberapa pengertian di atas  jelaslah  bahwa 
telak  merupakan  sebuah  lembaga yang  digunakan 
untuk  melepaskan sebuah  ikatan  perkawinan. Dis- 
amping  itu lembaga talak  dalam  Islam juga  menun- 
jukan  bahwa   konsep   perkawinan dalam   Islam  bu- 
kanlah  sebuah sakramen seperti yang terdapat dalam 
agama Hindu  dan  Budha, yakni sebuah perkawinan 
tidak bisa diputuskan. Talak dalam  Islam merupakan 
alternatif terakhir  sebagai  upaya  solutif terhadap per- 
solan  rumah   tangga  sehingga  keberadaannya  tidak 
lepas dari persoalan-persolan yang melatar  belakang- 
inya. Seperti percekcokan yang terjadi terus menerus, 




12Bambang  Sutiyoso,   Upaya   Mewujudkan   Hukum   Yang  Pasti  dan 
Berkeadilan,   h. 55 
13Dalam   Kamus  Besar  Bahasa   Indonesia,   perceraian   adalah   putus 
hubungan suami isteri. Lihat Tim Penyusun  Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Kamus Besar Bahasa  Indonesia,  (Jakarta,  Balai Pustakam  2008) h. 888. 
14Abdul  Aziz Muhammad Azzam, Fikih Munakahat,  terj.Abdul Madjid 
Khon, (Jakarta,  Amzah,2011)  h. 255.  Lihat juga pengertian  serupa  dalam 
Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat,  (Jakarta,  Rajagrafindo Persada,  2012) 
h. 229 
15Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar Fikr, t.th) 
Jus 6, h. 6897 
16Surbekti, Pokok-pokok  Hukum Perdata,  (Jakarta,  Intermasa,  2011) h. 
 
11Molleong J. Lexy, Penelitian Kualittaif, (Bandung,  Remajarosdakarya, 





17Sayyid,Sabiq, Fikih Sunnah   Jilid 7,  (Bandung,  al-Ma’arif, 2009)  h. 
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3.  Dasar Hukum Perceraian 
Seperti  halnya  dengan perkawinan, dasar  hukum 
disyariatkannya perceraian juga bersumber dari sum- 
ber  hukum  yang  sama,  namun fiqh dalam  masalah 
perceraian  menambahkannya  dengan  sumber   hu- 
kum yang lain sebagai  penguat, yaitu qias. Demikian 
sumber  hukum  disyariatkannya perceraian adalah Al- 
Qur’an,  hadis, ijma, dan qias (logika).18 
Di dalam  Al-Qur’an  banyak  ayat  yang  berbicara 
tentang  masalah talak. Menurut ulama fikih, ayat-ayat 
talak termasuk  ayat  yang  terpencil  dalam  Al-Qur’an. 
Di antara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum boleh- 
nya  menjatuhkan talak  tersebut  adalah firman  Allah 
SWT : 
  
ϥ΃ ϻ· ΎΌϴη ϦϫϮϤΘϴΗ΃˯ ΎϤϣ ΃ϭάΧ΄Η ϥ΃ ϢϜϟ ϞΤϳ ϻϭ ϥΎδΣΈΑ ΃ϳήδΗ ϭ΃ ϑϭήόϤΑ ϙΎδϣΈϓ ϥΎΗήϣ 
ϕϼτϟ΃ ϼϓ ெ◌ௗ ΩϭΪΣ ϚϠΗ ϪΑ ΕΪΘϓ΃ ΎϤϴϓ ΎϤϬϴϠϋ ΡΎϨΟ ϼϓ ெ◌ௗ ΩϭΪΣ ΎϤϴϘϳ ϻ΃ ϢΘϔΧ 
ϥΈϔϬϠϟ΃ ΩϭΪΣ ΎϤϴϘϳ ϻ΃ ΎϓΎΨϳ ϥϮϤϟΎψϟ΃ Ϣϫ ϚΌϟϭ΄ϓ ெ◌ௗ ΩϭΪΣ ΪόΘϳ Ϧϣϭ ΎϫϭΪΘόΗ  
 
“Talak  (yang  dapat  rujuk)  dua  kali.  Setelah   itu 
boleh   rujuk  lagi dengan   cara  yang  ma’ruf  atau 
menceraikan dengan  cara yang  baik.  Tidak  halal 
bagi kamu  mengambil kembali  sesuatu  dari yang 
telah kamu  berikan  kepada  mereka, kecuali kalau 
keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah.  Jika kamu  khawatir  bahwa 
keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan 
hukum- hukum Allah, maka tidak menebus dirinya. 
Itulah hukum- hukum Allah, maka janganlah kamu 
melanggarnya. Barang  siapa  yang  melanggarnya 
hukum- hukum Allah mereka  itulah  orang-orang 
yang zalim.” (QS.  Al-Baqarah 2: 229) 
 
Ayat  tersebut  menjelaskan bahwa   talak  yang  di- 
syariatkannya dimana suami  memiliki hak rujuk ada- 
lah  dua  kali talak.  Setelah  terjadi  talak  kedua,   ada 
dua  kemungkinan yaitu  mua’syarah bil ma’ruf  yang 
disertai pergaulan yang baik atau  ditalak dengan cara 
yang baik pula dengan tidak mendzalimi  hak-haknya, 
tidak menceritakan keburukannya dan  tidak mengu- 
sirnya.19  Dalam surat yang sama  ayat 236 disebutkan 
yang intinya bahwa  apabila  mereka  ditalak maka  be- 
rilah mereka  mut’ah  (nafkah)  untuk  menghibur hat- 
inya dan menutup keburukan perpisahan menurut ke- 
mampuan suami  baik ia kaya atau  miskin. Bagi yang 
kaya  menurut kadar  kelayakannya dan  yang  miskin 
menurut kemampuan karena   untuk  menyenangkan 
secara  baik yang merupakan kewajiban  bagi seorang 
mukmin.20 
Adapun   dalil  yang  bersumber  dari  ijma  adalah 




18Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fikih Munakahat,  h. 301 
19Muhammad Ali al-Shabuni,  Shafwah al-Tafasir, (Mesir:Dar al-shabuni, 
t.th), jilid I, h. 152 
20al-Shabuni, Shafwah al-Tafsir ...., h 152 
sepakat  bahwa  seorang  lelaki diperbolehkan menta- 
lak istrinya.  Ulama  dulu  menyaksikan dalam  setiap 
peristiwa  yang  terjadi  pada  setiap  harinya  dan  tidak 
ada satu orang  pun yang mengingkarinya. 
Dalil yang  bersumber dari  qiyas  (akal)  yaitu  ta- 
lak diperbolehkan apabila   dalam  kehidupan rumah 
tangga  terdapat ketidak harmonisan dan  tidak dapat 
dipertahankan lagi keutuhannya sebagai  suami  istri. 
Dalam   konteks   ini  berarti   tujuan   dari  perkawinan 
menjadi  sirna. Karena itulah talak disyariatkannya.21 
 
4.  Bentuk-Bentuk Perceraian 
Wahbah al-zuhaili membagi  talak dari segi berse- 
suaian  atau  tidaknya  dengan sunnah, dibagi menjadi 
talak  talak  sunni  atau  bid’iy.22        Talak  sunni  adalah 
talak yang  dijatuhkan suami  sesuai  dengan petunjuk 
yang  ada  dalam  syariat  Islam, yaitu:  istri yang  dita- 
lak itu dalam  keadaan suci dan  belum  digauli,  atau 
istri tersebut  dalam  keadaan hamil.23    Hal ini sejalan 
dengan firman Allah SWT dalam  surah  at-Talaq  (65) 
ayat 1. 
ϮϘϠτϓ ˯ΎδϨϟ΃ ϢΘϘϠρ ΃Ϋ· ϲΒϨϟ΃ ΎϬϳ΃Ύϳ  
.ϢϜΑέ ெ◌ௗ ΃ϮϘΗ΃ϭ ΓΪόϟ΃ ΃ϮμΣ΃ϭ 
ϦϬΗΪόϟ Ϧϫ  
 
“Hai Nabi, apabila kamu  menceraikan istri- istrimu 
maka   hendaknya  kamu   ceraikan   mereka   Pada 
waktu mereka  dapat (menghadapi) iddahnya  (yang 
wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta ber- 
taqwalah kepada  Tuhanmu.” 
 
Adapun   talak  bid’i adalah talak  yang  dijatuhkan 
suami  melalui  cara-cara  tidak  diakui  syariat  Islam, 
yaitu : mentalak  istri dalam  keadaan haid  atau  men- 
jatuhkan talak istri yang dalam  keadaan suci tetapi te- 
lah digauli sebelumnya, padahal kehamilannya belum 
jelas.24 
Dari segi beberapa batas  keadaan talak (boleh 
tidaknya   suami  rujuk  dengan istrinya),  ulama   fikih 
membagi  talak  menjadi  talak  raj’i dan  talak  bai’n.25 
Talak raj’i adalah talak (satu  atau  dua)  yang  dijatuh- 
kan suami pada  istri yang telah digauli tanpa  ganti ru- 
gi.26   Dalam  keadaan ini, suami  berhak  rujuk dengan 
istrinya tanpa  akad  dan  mahar  baru  selama  rujuk  itu 
dilakukan  dalam  masa   idah.27  Hal ini sejalan dengan 





21Badran, al-Figh al-Muqaran......., h. 303 
22Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islam......, Juz 6  h. 6948 
23Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islam......, Juz 6  h. 6948 
24Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islam......., h. 6949. 
25Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islam......., h. 5956; Junaedi, Bimbingan..., 
h. 264-270. 
26Sayyid  Sabiq,  Fiqh al-Sunnah, (Bairut : Dar Fikr, 1983),  cet IV. Jilid 
2, h. 233 
27Sabiq,  Fiqh al-Sunnah...., h. 234;   Badran,  al-Figh al-Muqaran......., 
h. 356 
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Menurut  ulama  fikih, akibat  dari talak raj’i adalah 
sebagai  berikut : 
a.  Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang. 
b.  Ikatan perkawinan berakhir setelah masa iddah ha- 
bis jika suami tidak rujuk 
c.  Suami  boleh  rujuk  dalam   masa  iddah     istrinya, 
baik setujui  istri maupun tidak karena  rujuk tidak 
memerlukan persetujuan istri. 
d.  Wanita  tersebut  berhak  mendapatkan nafkah  dari 
suaminya selama  masa   iddah. 
e.  Anak yang  lahir dalam  masa  iddah  bernasab  ke- 
pada  suami yang menalak. 
f.   Ulama   Mazhab   Syafi’i  dan   Maliki  dalam   salah 
satu  pendapatnya mengatakan, haram   bagi  sua- 
mi melakukan hubungan suami  istri dalam  masa 
idah  sebelum  rujuk. Karena,  mereka  berpendapat 
bahwa  dengan terjadinya  talak, seluruh  hubungan 
dan  ikatan suami   istri terputus.  Disamping  itu, ke- 
halalan  hubungan suami  istri yang terdahulu halal 
menjadi  haram  setelah akad nikahnya putus. Akan 
tetapi, menurut Ulama Mazhab Hanafi dan Hanba- 
li, suami boleh saja menggauli  istrinya dalam  masa 
iddah  dan  sikap ini dianggap sebagai  upaya  rujuk 
dari suaminya.28 
 
5. Hukum Perceraian 
Sekalipun  secara  umum  ayat  menyatakan bahwa 
talak itu dibolehkan, namun Ulama  Fikih mengemu- 
kakan  rincian  hukum  talak  jiwa  dilihat  dari  kondisi 
rumah   tangga  yang  menyebabkan talak  itu  terjadi, 
diantaranya : 
a.  Talak dihukumkan wajib apabila  antara suami  istri 
senantiasa terjadi  percekcokan  dan  ternyata  set- 
elah  diadakan pendekataaan melalui  juru  damai 
(hakam)  dari kedua  bela pihak, percekcokan terse- 
but tidak kunjung berakhir.  Dalam keadaan seperti 
ini, hukum  talak adalah wajib karena  perkawinan 
bertujuan  untuk   menjalani  hubungan  harmonis 
dan  penuh kasih sayang  serta menciptakan keten- 
traman antara kedua  pihak.  Demikian  juga halnya 
dengan talak  dalam  kasus  al-ila’. Hal  ini sejalan 
dengan firman Allah SWT dalam  surat Al-Baqarah 
(2) ayat 225-226 yang berbunyi  : 
 
ϢϛάΧ΃Άϳ ϦϜϟϭ ϢϜϧΎϤϳ΃ ϲϓ ϮϐϠϟΎΑ ெ◌ௗ 
ϢϛάΧ΃Άϳ ϻ  
.ϢϴϠΣ έϮϔϏ ெ◌ௗϭ ϢϜΑϮϠϗ 
ΖΒδϛ ΎϤΑ  ΔόΑέ΃ κΑήΗ ϢϬ΃Ύδϧ Ϧϣ 
ϥϮϟΆϳ ϦϳάϠϟ  ϢϴΣέ έϮϔϏ ெ◌ௗ ϥΈϓ 
΃ϭ˯Ύϓ ϥΈϓ ήϬη΃ 
 
“Allah tidak menghukum kamu  disebabkan sump- 
ahmu   yang  tidak  dimaksud (untuk  bersumpah), 
tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sump- 
 
 
28Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islam........,  h 6963;  Sabiq,  Fiqh al-Sun- 
nah......., h. 237; Badran,  al-Figh al-Muqaran......., h. 306 
ahmu)  yang disengaja (untuk sumpahmu) oleh 
hatimu.  Dan  Allah Maha  Pengampun lagi Maha 
Penyantun. Kepada  orang-orang yang  meng-ilaa’ 
istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). 
Kemudian  jika mereka  kembali (kepada  istrinya), 
maka  sesungguhnya Allah Maha  Pengampun lagi 
Maha Penyayang.” 
b.  Talak  dihukumkan  sunah   apabila   istri  tidak  mau 
patuh terhadap hukum-hukum Allah SWT dan tidak 
mau melaksanakan kewajibanya, baik sebagai ham- 
ba Allah SWT (seperti shalawat  dan puasa)  maupun 
sebagai istri (seperti tidak melayani  suami). 
c.  Talak dihukumkan haram  tatkala  suami  mengeta- 
hui istrinya akan  melakukan perbuatan zina apa- 
bila ia menjatuhkan talak  istrinya.  Dengan  men- 
jatuhkan talak tersebut,  berarti suami memberi 
peluang  bagi isrtinya untuk melakukan perzinaan. 
Termasuk  kedalam talak yang diharamkan ini ada- 
lah  menjatuhkan talak  istri dalam  kedaaan haid, 
nifas,  dan  dalam   keadaan suci  (tidak  haid  dan 
tidak nifas) tetapi telah dicampuri  terlebih dahulu. 
d.  Talak  dihukumkan makruh  apabila  talak tersebut 
dijatuhkan tanpa   alasan  sama  sekali.  Hal  inilah 
yang  dimaksudkan Hadis  Nabi  SAW  yang  diri- 
wayatkan oleh Imam  Abu Dawud,  al-Hakim,  dan 
Ibu Majah dari lah bin Umar diatas. Menurut  fuka- 
ha, pengertian “dibenci”  dalam  Hadis  itu menun- 
jukan hukum  makruh. 
e.   Adapun   talak  dihukumkan mubah  (boleh)  apa- 
bila  talak  itu dijatuhkan dengan alasan  tertentu, 
seperti  akhlak  wanita  yang  diceraikan  tidak baik, 
pelayanannya  terhadap  suami   tidak   baik,   da- 
lam  hubungan keduanya tidak  sejalan  meskipun 
pertengkaran dapat dihindari.  Dalam  perkawinan 
seperti ini, menurut ulama fikih, tujuan perkawinan 
yang dikehendaki syarat tidak akan tercapai.  Oleh 
karena  itu, suami boleh menjatuhkan talaknya.29 
 
6.  Pengertian Nusyuz 
Menurut  bahasa nusyuz adalah masdar  dari kata, 
ΰθϨϳ ,ΰθϧ  yang  mempunyai arti tanah  yang  terangkat 
tinggi ke atas.30  Menurut  istilah nusyuz adalah durha- 
ka. Makna Nusyuz adalah sikap istri yang menentang 
suami  atau  tidak  mentaati suami  tanpa  alasan  yang 
dapat  diterima   oleh  syara’.  Sedangkan  pengertian 
lain  bahwa   Nusyuz:  yaitu  meninggalkan kewajiban 
bersuami  isteri. Nusyuz dari pihak  isteri seperti  men- 
inggalkan  rumah  tanpa  izin suaminya.31  Berdasarkan 
pendapat ini, jika dikaitkan  dengan hubungan suami- 
isteri maka   nusyuz sebagai  sikap isteri yang durhaka, 
menentang dan membenci kepada suaminya. 
 
29Rusyd,   Bidayat   ...,h.6879-6881;  Sabiq,   Fiqh  al-Sunnah..,  Juz  2, 
h.207-208 
30Abdul  Aziz Muhammad Azzam dan  Abdul Wahab  Sayyed  Hawwas, 
Fiqh Munakahat,  terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta,  Amzah, 2012) h. 252 
31Nur Taufiq Sanusi, Fiqh Rumah Tangga, (Depok, Elsas, 2011) h. 221 
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7. Dasar Hukum Nusyuz 
Timbulnya   konflik dalam  rumah   tangga  tersebut 
pada  akhirnya  kerap  kali mengarah pada  apa  yang 
disebut  dalam  fiqh dengan istilah nusyuz.  Hal ini da- 
pat ditemukan dalam  Ayat al-Qur’an  surat Ani-Nisa : 
34 yang artinya adalah: 
 
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum 
wanita,  oleh  karena  Allah telah melebihkan seba- 
hagian mereka  (laki-laki) atas sebahagian yang lain 
(wanita),  dan  karena  mereka  (laki-laki) telah me- 
nafkahkan  sebagian  dari harta mereka. sebab  itu 
Maka  wanita  yang  saleh,  ialah yang  taat kepada 
Allah  lagi memelihara diri ketika  suaminya  tidak 
ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 
wanita-wanita yang kamu  khawatirkan  nusyuznya, 
Maka nasehatilah mereka  dan pisahkanlah  mereka 
di tempat  tidur mereka, dan pukullah  mereka. ke- 
mudian  jika mereka  mentaatimu, Maka janganlah 
kamu  mencari-cari  jalan untuk  menyusahkannya. 
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. 
 
Dapat ditarik beberapa pemahaman mengenai 
kandungan hukum yang terdapat dalam Ayat tersebut 
yaitu : 
a.  Kepemimpinan rumah  tangga 
b.  Hak dan kewajiban  suami-isteri 
c.  Solusi tentang  nusyuz yang dilakukan  oleh isteri 
 
3. Bentuk-bentuk Perbuatan Nusyuz 
Bentuk-bentuk perbuatan nusyuz  sebagaimana 
dikemukakan oleh  dapat berupa perkataan maupun 
perbuatan. Bentuk  perbuatan nusyuz,  yang  berupa 
perkataan dari  pihak  suami  atau   isteri  adalah  me- 
maki-maki   dan   menghina pasanganya,  sedangkan- 
nusyuz  yang  berupa perbuatan adalah mengabaikan 
hak  pasanganya atas  dirinya,  berfoya-foya dengan 
orang  lain,  atau  menganggap hina  atau  rendah ter- 
hadap pasanganya sendiri.32  Dari pengertian nusyuz 
sebagaima yang telah dijelaskan  di  atas yaitu sebagai 
sikap pembangkanggan terhadap kewajiban-kewa- 
jiban dalam  kehidupan perkawinan, sebenarnya para 
ulama  telah  mencoba melakukan klasifikasi tentang 
bentuk-bentuk perubuatan nusyuz  itu sendiri.  Menu- 
rut Tihami33   di antara tingkah  laku maupun ucapan 
yang dapat dianggap sebagai  perbuatan nusyuz isteri 
ialah : 
a.   Apabila isteri menolak untuk pindah  kerumah kedia- 
man  bersama tanpa  sebab  yang  dapat dibenarkan 
secara  syar’i. Padahal suami telah mengajak pindah 
ke tempat  kediman bersama sedang  tempat  kedia- 
man  bersama (tempat  tinggal) tersebut  merupakan 
 
 
32Nur Taufiq Sanusi, Fiqh Rumah Tangga, (Depok, Elsas, 2011) h. 221 
33Tihami, Fiqh Munakahat,  (Jakarta,  Pustaka Setia, 2008) h. 73 
tempat  tinggal yang layak bagi dirinya. 
b.   Apabila keluar dari tempat  tinggal bersama tanpa 
seizin suaminya. Akan tetapi  mazhab  Syafi’i dan 
Hambali   berpendapat bahwa   apabila   keluarnya 
isteri  itu  untuk  keperluan suaminya maka  tidak 
termasuk  nusyuz,  akan  tetapi  jika keluarnya  isteri 
itu bukan  karena  kebutuhan suami maka  isteri itu 
dianggap nusyuz. 
c.   Apabila isteri menolak  untuk ditiduri oleh suamin- 
ya.  Dalam  suatu  hadis  dijelaskan  tentang  kewa- 
jiban seorang  isteri kepada suaminya, untuk tidak 
menolak  apabila  diajak oleh suaminya untuk 
melakukan hubungan suami-isteri. 
d.   Membangkangnya  seorang    isteri   untuk   hidup 
dalam  satu  rumah   dengan suami  dan  dia  lebih 
senang  hidup  di tempat  lain yang  tidak bersama 
suami. 
e.   Perempuan yang hilang rasa kasih sayangnya ter- 
hadap suami baik dzakhir maupun batinnya, seh- 
ingga  seorang  isteri tersebut  selalu meninggalkan 
kehendak dan kemauan perintah  suami, sehingga 
suami  merasa  benci  dan  tiada  kepedulian kepa- 
danya. 
 
4. Akibat Hukum Nusyuz 
Akibat hukum yang lain dari perbuatan nusyuz 
menurut jumhur  ulama,  mereka  sepakat  bahwa  isteri 
yang  tidak  taat  kepada suaminya (tidak  ada  tamkin 
sempurna dari isteri) tanpa  adanya suatu alasan  yang 
dapat dibenarkan secara syar’i atau  secara ‘aqli maka 
isteri dianggap nusyuz dan tidak berhak mendapatkan 
nafkah.  Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (po- 
ligami) maka  terhadap isteri yang nusyuz selain tidak 
wajib memberikan nafkah,  suami juga tidak wajib 
memberikan giliranya.  Tetapi  ia  masih  wajib  mem- 
berikan tempat  tinggal. 
 
Pembahasan 
Para ahli fikih berbeda pendapat tentang  apa yang 
terkategori  nusyuz   istri kepada suami.  Di antaranya 
adalah : 
1. Ulama  Hanafiyyah menyatakan bahwa  apabila 
seorang   isteri  mengikatkan (tertahan)  dirinya  di 
rumah  suaminya dan  dia tidak keluar tanpa  seizin 
suaminya, maka  isteri seperti  ini dianggap taat.34 
Sedangan bila ia keluar rumah  atau  menolak  ber- 
hubungan badan dengan alasan  yang tidak dapat 
dibenarkan secara syar’i (syari’ah) maka ia disebut 
nusyuz  dan tidak mendapatkan nafkah sedikitpun, 
karena  sebab  wajibnya nafkah menurut ulama 
Hanafiyah adalah tertahannya seorang  isteri di ru- 
mah suami. bahwa  suami tidak wajib memberikan 
 
 
34Mustofa  Dibul Bugha,  Fiqih Syafi’i, terj. Adhliyah  Sunanto  (Gresik, 
Bintang Pelajar, 2004) h. 379 
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nafkah  kepada istri yang  nusyuz   (dengan makna 
nusyuz  ), karena  tidak  ada  taslim  (sikap  tunduk/ 
patuh)  dari istri. Nusyuz   bisa terjadi  dalam  masa 
nikah maupun masa  ‘iddah.  Nusyuz  dalam  nikah 
adalah dengan menghalangi dirinya dari suaminya 
dengan tanpa  hak,  dengan meninggalkan rumah 
tanpa  izin dan  menghilang atau  melakukan safar 
(perjalanan), atau  melarang  suami  masuk  rumah. 
Adapun   jika  istri tetap  di  rumah,  walaupun dia 
tidak mau “disentuh”, maka suami tetap wajib 
memberikan nafkah.  Nusyuz   dalam  masa  ‘iddah 
adalah dengan keluar dari rumah  tempat  ‘iddah.35 
2.  Ulama  Malikiyyah menyatakan bahwa  nusyuz   ter- 
jadi  jika  istri menolak   bersenanag-senang  dengan 
suami, termasuk  juga keluar rumah  tanpa  izin suami 
ke  suatu  tempat  yang  si istri tahu  suaminya tidak 
senang  kalau istrinya pergi ke situ, sementara suami 
tidak mampu mencegah istrinya dari awal, kemudian 
mengembalikan istrinya untuk menta’atinya. Jika 
suaminya mampu mencegah/melarangnya dari awal 
(namun tidak suami lakukan) atau mampu mengem- 
balikannya dengan damai  atau dengan lewat hakim, 
maka  istri tidak terkategori  melakukan nusyuz . Ter- 
masuk terkategori nusyuz  adalah dengan meninggal- 
kan hak-hak Allah seperti shalat, puasa, mandi wajib, 
juga menghalangi suami masuk rumah.36 
3.  Ulama  Syafi’iyyah menyatakan nusyuz   adalah ke- 
luarnya  istri dari  rumah  tanpa  izin suaminya, juga 
termasuk  nusyuz  menutup pintu rumah  (agar suami 
tidak  bisa  masuk.  Begitu  juga  istri mencaci  suami 
atau  menyakiti hati suami dengan ucapannya tidak- 
lah termasuk  dalam  kategori nusyuz , walaupun istri 
berdosa karena  hal tersebut  dan  suami  harus  men- 
didiknya.37 Terhadap tindakan nusyuz  boleh dilaku- 
kan  tindakan pemukulan pada  awal  isteri nusyuz  . 
Hal itu dengan catatan jika dirasa dapat mendatang- 
kan manfaat atau faedah  jika tidak maka tidak perlu, 
malah yang lebih baik adalah memaafkannya.38 
4. Ulama    Hanabilah  memberikan  tanda-tanda 
nusyuz,  diantaranya adalah malas  atau  menolak 
diajak  bersenang-senang, atau  memenuhi ajakan 
namun merasa  enggan  dan menggerutu dan rusak 
adabnya terhadap suaminya. Termasuk  nusyuz 
adalah dengan bermaksiyat   kepada Allah dalam 
kewajiban  yang telah Allah bebankan kepadanya, 
tidak mau diajak ketempat tidur suaminya atau ke- 




35Al-Saldani.  Nusyuz,  alih bahasa   A. Syaiuqi  Qadri,  cet.  VI (Jakarta, 
Gema Insani Press, 2004) h. 79 
36Al-Saldani. Nusyuz, alih bahasa  A. Syaiuqi Qadri, h. 79 
37Abdul  Aziz Muhammad Azzam dan  Abdul Wahab  Sayyed  Hawwas, 
Fiqh Munakahat,  h. 253 
38Ahmad  Beni Syaebani,  Pernikahan dalam Hukum Islam dan Undang- 
Undang,  h, 78 
39Abdul  Aziz Muhammad Azzam dan  Abdul Wahab  Sayyed  Hawwas, 
Fiqh Munakahat,  h. 257 
Mayoritas ahli fiqh kalangan Hanafiyyah, yang 
masyhur   dari  Malikiyyah,  Syafi’iyyah,  dan  Hanabi- 
lah,  Hammad, asy Sya’bi,  Al Awza’i dan  Abu Tsaur 
berpendapat bahwa  istri yang  nusyuz   tidak menda- 
patkan  nafkah  dan  tempat  tinggal.  Sebagian ulama 
Malikiyyah menyatakan nafkah  tidak terputus  karena 
nusyuz       https://mtaufiknt.wordpress.com/Data/Baru 
2011/  - _ftn14_2018.40  Perbedaan pendapat ini dis- 
ebabkan oleh adanya dalil umum  tentang  pengertian 
nafkah.  Ketentuan  umum  tersebut  adalah sabda  Nabi 
Muhammad saw “Dari jabir ra dari Nabi saw. Dalam 
Hadis  Haji yang panjang, bersabda: Tentang  menye- 
butkan   wanita:   “Kalian  wajib  memberikan  nafkah 
pada  mereka dan memberi  pakaian dengan cara yang 
baik”.  Muhammad  At-Tihami  dalam   kitabnya   Qur- 
ratul Uyun, menyatakan bahwa  istri yang nusyuz  atau 
tidak  ta’at  pada  suaminya diancam dengan siksa di 
neraka  seperti hadis yang berbunyi  “Wanita manapun 
yang tidak setia di tempat  tidur suaminya, maka Allah 
swt pasti akan  memasukkan ke dalam  neraka,  kemu- 
dian  dari  mulutnya keluar  nanah, darah, dan  nanah 
busuk.41 
 
   
  ʹ  
                             









Terhadap perbuatan nusyuz    ini,  seorang   suami 
tidak boleh  serta merta  melukai  istri dengan pukulan 
yang  menyakitkan. Karena  Islam tidak  mengajarkan 
yang demikian,  telah ada aturan  yang baik dan benar 
ketika suami  tengah  menghadapi permasalahan sep- 
erti itu. Meskipun memukul  istri itu dibenarkan dalam 
Islam,  namun memukul  yang  tidak  sampai  melukai 
istri dan  dengan niat mendidik.  Ketika permasalahan 
yang dihadapi suami istri tak kunjung usai, belum me- 
nemukan jalan  keluar,  maka  Islam pun  telah  meng- 
atur dengan begitu rapi yaitu dengan mendatangkan 
dua   hakim   (hakamain)  dari  pihak   suami   maupun 
istri  yang  berfungsi  untuk  memberikan  solusi  atau 
jalan tengah  ketika permasalahan itu sedang  alot dari 
pasangan suami istri. 
Majelis hakim yang mengadili  persidangan per- 
ceraian   antara  Heryanto dengan  Betty  Ainun  Sari 
sebagaimana diuraikan dalam  duduk  perkara  pada 




40Abdul  Aziz Muhammad Azzam dan  Abdul Wahab  Sayyed  Hawwas, 
Fiqh Munakahat,   h. 252 
41Sa’ad  Hawwa,  Tazkiyatun  Nafs Intisari Ihya  Ulumuddin,  (Terjemah 
Sa  ’id Hawwa,  Al-Mustakhlash Fi Tazkiyatil Anfus), (Jakarta:  Pena  Pundi 
Aksara, 2006) h. 332 
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gan  dalam  menentukan apakah isteri nusyuz    atau 
tidak. Masing-masing  pengadilan baik pengadilan 
tingkat  pertama (Pengadilan Agama  Bengkulu  Kelas 
1A) maupun Pengadilan tingkat banding  (Pengadilan 
Tinggi Agama Bengkulu) telah mempertimbangkan 
dengan  sebaik-baiknya berdasarkan peraturan  yang 
berlaku,  baik Hukum  Islam maupun peraturan perun- 
dang-undangan yang berlaku  di Indonesia. Meskipun 
kedua   pengadilan  tersebut   memiliki  pendapat dan 
kesimpulan berbeda  mengenai nusyuz    isteri  tetapi 
keduanya memandang bahwa  di antara kedua  belah 
pihak  sudah   tidak  ada  kecocokan dan  tidak  mung- 
kin dapat melanjutkan rumah  tangga,  sehingga  Ma- 
jelis Hakim  mengabulkan permohonan suami  untuk 
menceraikan isterinya dengan talak satu raj’i di depan 
sidang. 
Nusyus  muncul   karena   adanya  suatu   persoalan 
yang terjadi dirumah  tangga suami isteri tersebut. 
Mungkin  salah  satu  di  antara mereka  merasa   ridak 
puas  dengan sikap  dan  tingkah  laku  yang  lain,  seh- 
ingga  ganjalan-ganjalan ini menimbulkan perubahan 
sikap  seorang  diantara keduanya. Untuk  memahami 
persoalan nusyuz   harus  mempertimbangkan  prinsip 
keadilan  dan  muasyarah bil ma’ruf. Hal ini dikarena- 
kan masing-masing suami isteri harus saling mem- 
pergauli  secara  baik. Apabila prinsip ini dilaksanakan 
maka kecil kemungkinan akan terjadi nusyuz. 
 
Kesimpulan 
1. Pertimbangan   hakim   dalam   memutuskan 
perkara perceraian karena nusyuz  isteri ada- 
lah : 
a.  Hakim  pada  pengadilan tingkat  pertama (Penga- 
dilan  Agama  Bengkulu  Kelas 1A) adalah : 1) alat 
bukti sebagai  petunjuk  awal berupa potokopi  Ku- 
tipan Akta Nikah dan  photo-photo yang menunju- 
kan adanya bekas  cakaran pada  tubuh  pemohon/ 
suami serta baju suami yang sobek oleh termohon/ 
isteri.   2)  Keterangan saksi yang  dihadirkan oleh 
Pemohon dan  termohon tentang  perselisihan  dan 
pertengkaran yang  terjadi  antara suami  isteri se- 
cara   terus  menerus.  Keterangan saksi  baik  dari 
pihak keluarga  laki-laki maupun pihak keluarga 
perempuan memiliki kesamaan yang  saling  men- 
guatkan  sehingga  keterangan saksi tersebut  dapat 
diterima sebagai alat bukti yang harus dipertim- 
bangkan lebih  lanjut.  3) Fakta  bahwa  antara  lain 
Pemohon dan  termohon telah  menikah  sah  pada 
tanggal  22 Agustus 1988,  selama  menikah  pemo- 
hon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak 
berjenis  kelamin  laki-laki dan  perempuan. Dalam 
kehidupan rumah  tangga  pemohon dan  termohon 
telah  terjadi  perselisihan   dan  pertengkaran  yang 
terus menerus. 4) Alasan perceraian yang diajukan 
oleh pemohon sebagai  suami dinyatakan telah ter- 
bukti dan sebagai fakta hukum sehingga permoho- 
nan  pemohon cukup  beralasan untuk  dikabulkan 
dengan memberikan izin kepada pemohon untuk 
mengikrarkan talaq  satu  raj’i terhadap pemohon. 
5) Kebiasaan  buruk  termohon (isteri) yaitu mem- 
punyai  sifat buruk suka berhutang tanpa  sep- 
engetahuan suami  dan  bukan   untuk  membantu 
kebutuhan keluarga  bahkan pada  akhirnya  yang 
bersangkutan terlibat dalam  kasus perkara  korupsi 
di tempat  kerjanya  menunjukkan adanya perbua- 
tan  nusyuz  isteri yaitu tidak menjaga kehormatan 
keluarga  dan  suami  serta tidak menghargai suami 
sebagai  kepala  rumah  tangga  dan orang  yang ber- 
tanggung  jawab untuk membiayai keluarga. 
b.  Pertimbangan  Majelis  Hakim   pada   pengadilan 
tingkat pertama (Pengadilan Tinggi Agama  Beng- 
kulu)  adalah : 1)  Sering  terjadi  perselisihan   dan 
pertengkaran antara suami  isteri dengan bukan- 
lah semata-mata disebabkan oleh kesalahan isteri, 
tetapi  juga karena  tidak adanya saling pengertian 
antara kedua  belah pihak. Apabila terjadi perteng- 
karan,   suami   juga  tidak  segan-segan  memukul 
isteri.  2)  Bukti-bukti  yang  diajukan   oleh  suami 
berupa foto-foto  dan  keterangan saksi-saksi tidak 
cukup  untuk membuktikan adanya prilaku nusyuz 
dari isteri karena  tidak dilengkapi dengan bukti 
pendukung lainnya  seperti  adanya Berita  Acara 
Pemeriksaan Laporan Polisi dan atau visum et rep- 
ertum.  Selain  itu, saksi-saksi  yang  diajukan  tidak 
mengetahui secara  pasti  secara  langsung  tentang 
kapan, di mana  dan  bagaimana peristiwa menca- 
kar yang  didalilkan  itu terjadi  dan  dilakukan  oleh 
suami  isteriatas  dirinya.  3) Tindak  pidana korupsi 
yang dilakukan oleh isteri dan sekaligus penah- 
anannya oleh Kejaksaan  Tinggi Bengkulu tidaklah 
bisa dijadikan dasar penilaian bahwa yang ber- 
sangkutan telah  bertindak  dan  berprilaku  nusyuz, 
tidak terkait langsung  dengan hak  dan  kewajiban 
antara suami isteri dalan  urusan  rumah  tangga.  4) 
Isteri suka  berhutang kepada pihak  ketiga  tanpa 
sepengetahuan suami tidaklah bisa serta merta 
dijadikan  dasar  hukum  bahwa  yang bersangkutan 
telah  bertindak   nusyuz.  Karena  hanya   ada  satu 
bukti saja yang secara tersurat menunjukan bahwa 
yang  bersangkutan telah  melunasi  hutang-hutang 
isteri, sedangkan bukti lainnya justeru menunjukan 
isterilah yang telah melunasi hutang-hutangnya 
sendiri.  5) Terjadinya pisah  tempat  tinggal antara 
suami  dan  isteri bukan  karena  isteri telah mening- 
galkan tempat tinggal tanpa izin pemohon/terband- 
ing, tetapi  terjadinya  pisah  tempat  tinggal pemo- 
hon/terbanding telah  menyerahkan isteri kepada 
orang  tuanya  secara  kekeluargaan dan  baik  dan 
dalam  penyerahan tersebut  tampaknya disertakan 
pula kedua  anak mereka  untuk tetap bersama dan 
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berada dalam  asuhan isteri. 6) Selama  terjadi  pi- 
sah  rumah   karena   dipulangkan ke  rumah   orang 
tuanya, isteri tetap  taat  pada  kehendak pemohon/ 
terbanding yaitu tetap menetap di rumah  orang tu- 
anya  itu sekaligus tetap  melaksanakan kewajiban- 
nya  sebagai  seorang  ibu,  yakni  mengasuh kedua 
anaknya.  7)  Isteri  selaku   penggugat  rekonvensi 
tidak terbukti  bertindak  dan  berprilaku  nusyuz  se- 
bagaimana pendapat pengadilan tingkat pertama. 
sehingga  dengan demikian  secara  hukum  ia tetap 
berhak  untuk  mendapatkan hak-hak  selaku  isteri 
yang  taat  kepada suami.  8) Selama  pisah  tempat 
tinggal suami  hanya  melakukan kewajiban  selaku 
seorang  ayah  terhadap anak-anaknya yaitu trans- 
fer  ke  rekening   tabungan  anak-anaknya tanpa 
melaksanakan kewajibannya selaku seorang  suami 
terhadap suami isterisebagai  isterinya. Maka guga- 
tan  pembayaran nafkah  madhiyah yang  diajukan 
isteri selaku  penggugat rekonvensi  adalah berala- 
san  menurut hukum  dan  oleh  karena   itu  secara 
prinsip dapat dikabulkan. 
2.  Ditinjau   dari   aspek   fikih  tentang   pertimbangan 
hakim  terhadap perkara  nusyuz  adalah bagi  se- 
bagian   ulama   berpendapat bahwa   nusyuz  tidak 
sama   dengan  syiqaq,   karena   nusyuz  dilakukan 
oleh salah satu pasangan dari suami-isteri. Nusyuz 
berawal dari salah satu pihak, baik dari isteri mau- 
pun  suami  bukan  kedua-duanya secara  bersama- 
sama,  karena  hal tersebut  bukan  lagi merupakan 
nusyuz  melainkan  dikategorikan sebagai  syiqaq. 
Nusyuz melingkupi  seluruh  jenis perlakuan buruk 
dari suami  dan  isteri dalam  hidup  rumah  tangga. 
Terhadap  isteri  yang   nusyuz  maka   hak-haknya 
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